BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR /5  TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS]I, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan

3

A

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang.

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas,
maka | perlu menetapkan Peraturan Bupati tenlang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, |Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

ITndano-Tindang MNomor 12 Tahun 2011 tentang



Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52340};

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahuni 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nemor 18 Tahun 2016 ilentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 |tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
3 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
——a v N TR TVET T SFRNANG



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratyran Bupati ini yang dimaksud dengan ;

§
2.

10.

1d.

12

13.

Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.

Pemeriniah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintaban vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Deli Serdang.

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyvarakat dan Desa
Kabupaten Neli Serdang.

Kepala | Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Masvarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan
Masvarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai
negeri sipil vang diberikan tugas oleh pejabat yang
berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesual
dengan profesinya dalam rangka kelancaran fugas
pemerintahan.

Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan
kepada seseorang vang harus diaksanakan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Fungsi adalah kelompok usaba yang satu sama lainnya
mempunyai hubungan yang erat untulk

menyelenggarakan tugas pokok.



(2)

(3)

(4)

BAB Il
KEDUDUEKAN

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang pemberdayaan masvarakat dan desa vang menjadi
kewenanpgan/ daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Deli Serdang yang berkedudukan di bawah dan
berlanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalai
Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ninas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dcli
Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
tgas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
vang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yvang diberilkan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli
Serdang merupakan Perangkat Daerah dengan Tipelogl A.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISAS]I DAN NOMENKLATUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 3

Susunan | Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa terd;iri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat:

T

Bidang Bina Pemerintahan Desa;
Bidang Pelayanan Sosial Dasar;
Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan,;

=0 A

Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas



12)

(4)

g. Keinmpaﬁ Jabatan Fungsional

Sekretariat %:Ehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diatas terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;

2} Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagiéan Program.

Bidang Bina,i' Pemerintahan Desa pada ayat (1) huruf ¢ diatas

terdin dari ;|

1} Seksi Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan
Pemermiliahan Desa;

2} Beksi Keuangan dan Aset Desa;

3] Seksi | Pengembangan dan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa,

Bidang Peia;,j,'ahan Sosial Dasar pada avat (1) huruf d diatas

terdiri dari ;

1} Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

2] Seksi P;élaymmn Sosial Dasar;

3) Seksi Tradisi dan Kearifan Lokal Masyarakai Desa.

Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan pada

ayat (1} hurul e diatas terdiri dari :

1} Seksi Ppmbamgunan Kawasan Pedesaan;

2] Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;

3) Beksi Ti"emanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Bidang |Pemberdayaan dan  Peningkatan  Kapasitas

Masy arak:iit pada ayat (1) huruf f diatas terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif,

2) Seksi |Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas

Masyarakat;
3} Seksi| Pengolahan Data dan Evaluasi Perkembangan
Desa J."!'K-fz-lu rahan,
|
| Pasal 4

Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana

|
tercantum pTéLda lampiran [ dan Il sebagai bagian yang tidak

termisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAE IV
TATA KERJA

Pagal 5

Kepala Dinas, Sﬁj«;retaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi, sesuai dengan fugas dan fungsi dan wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina,
mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan
laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuarn organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah

sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal B

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama;

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon llla atau Jabatan
Administrator;

(3] Kepala Bidang merupakan jabalan eselon ITb atau Jabatan
Administrator;

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
strulktural eselon 1Va atau Jabatan Pengawas;

BABE V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 7

Sebelum dilaqu's&nakaﬂ pengangkatan dan pengukuhan, pemangkn
jabatan perarigkat daerah yang nomenklatur jabatannya berubah
masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sampai dengan
diangkat dan dikukuhkan sebagai pemangku jabatan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasgal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Keempat,
Paragraf Kedua belas, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Lampiran
XV Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan
dinvatakan tidak berlalau.

Pasal @

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Deli Serdang.

Ditelapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal ~anuoc 2020

BUPATI DELI SERDANG
ttd

ASHARI TAMBUNAN
Diundangkan di Lubuk Pakam
pada Tanggal 7 ~kswen 2020

SEKRTETARIS DAERAH

ierarki :
KABUPATEN DELI SERDANG Paraf Hierar

| No. Jabatan | Para_f—\
1

| 1. | Asisten Pemerintahan dan
|| Kesejahteraan Rakyat
'_ 2. | Kepala Bagian Hukum

DARWIN .8 Sos | !

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor 119
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